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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

‘Pembangunan ekonomi merupakan salah satu perwujudan tujuan nasional 

sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea  

ke IV dan pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional  

merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan  kesejahteraan rakyat yang  adil  

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1 ,Dalam 

rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para 

pelaku pembangunan baik pemerintah dan masyarakat, baik perorangan maupun 

badan hukum, memerlukan dana yang besar. ,Seiring dengan meningkatnya 

kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang 

sebagaian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. 2  

Pinjam meminjam merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan 

oleh lembaga keuangan khususnya Bank umum, BUMN maupun swasta, tertera   

di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan Pasal 6 (b) menyebutkan bahwa salah satu usaha Bank umum adalah 

memberikan kredit. 3  

                                       
1 Dalam UUD 1945 alinea IV, disebutkan bahwa tujuan  negara yaitu  membentuk suatu  
Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi  segenap bangsa Indonesia  dan untuk  
memajukan kesejahteran umum, mencerdasakan  kehidupan bangsa dan ikut  melaksanakan  
ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan  sosial.   
2 Purwahid Patrik, Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT, (Semarang: Fakultas Hukum 
Universitas Diponogoro, 2005), hal. 33.   
3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.   
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 Lembaga perbankan, sama seperti asuransi, dana pensiun, pegadaian yang 

merupakan lembaga keuangan yang menghubungkan para pihak yang memiliki  

dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. ,Lembaga perbankan diartikan 

sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (financial intermediary). 4 

 Peranan Bank sangat penting di dalam sebuah perekenomian sebagai 

lembaga keuangan yang tugas utamanya adalah melakukan penghimpunan dana 

dari masyarakat dan mengalirkannya kepada masyarakat maupun para pengusaha  

untuk membiayai sektor riil melalui pemberian kredit.5 .Pemberian kredit 

merupakan kegiatan dalam rangka pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh 

dunia Perbankan Indonesia. Penyaluran kredit ini merupakan kegiatan utama bagi 

dunia perbankan. ,Kredit perbankan di Bank Konvensional dikenal dengan 

kegiatan pemberian kredit. 6 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998  Tentang  

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1992  Tentang Perbankan  (UU 

Perbankan) berdasarkan Pasal 1 angka 11, memberikan definisi tentang kredit 

sebagai persetujuan atau  kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan para pihak peminjam untuk melunasi  utangnya 

setelah jangka  waktu tertentu dengan  pemberian bunga. 

Kredit mempunyai tingkatan kelancaran, semua tergantung dari bagaimana 

nasabah mengelola kredit yang diberikan. ,Tingkat kelancaran kredit tergantung 

dari banyaknya tunggakan kredit yang bermasalah. .Berdasarkan Surat Keputusan  

                                       
4  Muhamad  Djumhana, Asas-asas  Hukum Perbankan  Indonesia, (Bandung: Citra Adiya Bakti, 
2008), hal. 1.   
5 M. Bahsan ,  Pengantar  Analisis Kredit  PerBankan Indonesia, (Jakarta: Rejeki  Agung,  2003), 
hal. 1. 
6 M. Bahsan , Hukum  Jaminan  dan Jaminan Kredit  Perbankan Indonesia, (Jakarta: Raja  
Grafindo Persada,  2007), hal. 73. 
   



 

3 
 

Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/Kep/DIR Tertanggal 12 Nopember 1998 

tentang Kualitas Aktiva Produktif Pasal 6 ayat 1, tingkat kolektibilitas kredit 

dibagi menjadi empat tingkatan antara lain: 

1. Kredit Lancar 

Kredit dikatakan lancar ketika nasabah tidak pernah melakukan tunggakan 

sedikitpun atas tagihan yang ada, baik dilihat dari cicilan angsuran pokok 

maupun bunga pinjaman. Kredit juga dikategorikan lancar manakala terdapat 

tunggakan namun belum melewati masa angsuran berikutnya. 

2. Kredit Tidak Lancar 

Kredit tidak lancar, pada kredit ini ditandai dengan adanya tunggakan angsuran 

pokok yang sudah melewati 1 (satu) masa angsuran akan tetapi belum melebihi 

2 (dua) masa angsuran. .Dinyatakan kurang lancar manakala pembayaran 

bunga sudah menunggak sampai dengan 2 (dua) bulan akan tetapi belum 

mencapai 3 (tiga) bulan. 

3. Kredit Diragukan 

Kredit diragukan memiliki ciri-ciri tunggakan angsuran pokok dan atau bunga 

telah melewati masa 180 (seratus delapan puluh) hari, .cerukan bersifat 

permanen, wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari atau 

dokumentasi hukum yang lemah baik perjanjian kredit maupun pengikatan 

jaminannya. 

4. Kredit Macet 

Kegagalan nasabah dalam membayar pinjaman berkali-kali akan berakhir 

menjadi kredit macet. ,,Riwayat gagal bayar tersebut akan tercatat dalam sistem 

dan membuat nasabah sulit mendapatkan pinjaman di kemudian hari.  
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Ketika Bank melaksanakan pemberian kredit tentu saja tidak selalu berjalan 

mulus sesuai dengan harapan, adakalanya Bank karena satu dan lain hal harus 

menghadapi resiko kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kegagalan dari 

pihak debitur karena tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian 

kredit, yang disebut sebagai wanprestasi. ,Kenyataan yang sering terjadi 

dilapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran cicilan 

maupun bunga, resiko inilah yang disebut sebagai resiko kredit  (credit risk).7  

Resiko kredit merupakan resiko terbesar yang dihadapi oleh dunia 

perbankan, pada umumnya margin yang diperhitungkan untuk mengantisipasi 

resiko hanyalah merupakan sebagian kecil dari total kredit yang diberikan Bank 

dikarenakan kerugian pada kredit dapat menghancurkan modal Bank dalam waktu 

singkat,8 ,yang mengakibatkan Bank tidak  mampu lagi  memenuhi  kewajibannya  

atau  dengan kata lain Bank tidak memiliki dana yang cukup untuk  membayar 

deposan  yang  ingin menarik dana mereka. ,Dampak dari kegagalan suatu Bank 

juga dapat menimbulkan kehancuran perekenomian secara  besar-besaran dan  

akibat dari dampak tersebut mengakibatkan  kerugian secara langsung  yang akan 

dihadapi oleh para pegawai, ,nasabah dan pemegang saham atau lebih dikenal 

sebagai  resiko sistemik (systemic risk).9 

Manakala debitur gagal dalam membayar kredit kepada pihak Bank 

mengakibatkan timbulnya kredit macet. Dalam bahasa Inggris istilah kredit macet 

disebut non performing loan yang memiliki arti gagalnya debitur dalam 
                                       
7 Indonesia Certificate in Banking  Risk and Regulation, Workbook Tingkat I, Edisi  Pertama 
dipublikasikan di Inggris  oleh Global Association  of Risk Professionals, dialih bahasakan  
kedalam Bahasa Indonesia oleh Badan Sertifkasi Manajemen Resiko, Jakarta 2008, hal A:18.  
Resiko Kredit didefinisikan sebagai resiko kerugian  yang terkait dengan  kemungkinan kegagalan 
counterparty memenuhi  kewajibannya atau resiko bahwa debitur tidak  membayar kembali  
utangnya.   
8  Ibid,  hal. A 19 
9 Ibid,  hal A 7 
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mengembalikan pinjaman kepada Bank. ,Sistem bank akan melakukan pencatatan 

riwayat gagal bayar tersebut  yang mengakibatkan debitur akan sulit ke depannya 

untuk mendapatkan pinjaman dari Bank. ,Akibat dari kredit macet memberikan 

dampak negatif bagi kedua belah pihak,  baik  itu Bank ataupun nasabah. 

Adapun yang menyebabkan masalah kredit macet dapat dilatarbelakangi 

oleh 2 (dua) faktor internal ataupun external diantaranya  sebagai berikut : 

1. Faktor internal 

Dari segi internal, ,kredit macet timbul dikarenakan adanya 

penyimpangan di dalam melakukan pelaksanaan prosedur perkreditan, 

adanya itikad tidak  baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai Bank, 

serta adanya kelemahan sistem administrasi dan pengawasan kredit serta 

lemahnya sistem informasi kredit macet. 

2.  Faktor eksternal 

Dari segi eksternal, kredit macet timbul dikarenakan gagalnya usaha 

debitur, akibat musibah yang terjadi terhadap debitur atau terhadap 

kegiatan usaha debitur, ,serta menurunnya kegiatan perekonomian  dan 

tingginya suku bunga kredit. 

 Bank dalam menjalankan usahanya perlu untuk melakukan suatu prinsip 

kehati-hatian (prudential) dengan tujuan untuk menghasilkan suatu proposal 

kredit yang baik dan supaya nasabah memperoleh tingkat perlindungan dan 

penjaminan hukum yang memadai atas kepercayaan nasabah yang diberikan 

kepada Bank untuk mengelola dana yang disimpannya tersebut sesuai dengan 

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang 

berbunyi : 10 

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi 
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 
 

Di dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

dikatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan  jaminan  bagi 

pelunasan piutang semua krediturnya. ‘Ketentuan tersebut  memberi arti bahwa 

jika debitur cidera janji, maka  seluruh atau sebagian harta  kekayaannya akan 

dijual  lelang dan diambil seluruh atau sebagian hasilnya untuk pelunasan piutang 

krediturnya. 11 

Sifat dari jaminan adalah menjamin pembayaran, karenanya jaminan yang 

diserahkan debitur kepada kreditur haruslah memberi nilai ekonomis artinya 

jaminan tersebut dapat diuangkan oleh kreditur sebagai pelunasan pembayaran 

oleh debitur akibat adanya wanprestasi. ’Kedudukan jaminan sangatlah penting 

dalam mengurangi resiko kerugian bagi pihak Bank sebagai Kreditur. ‘Jaminan 

yang ideal harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 12 

1. Untuk dapat memberikan bantuan untuk memperoleh  kredit bagi pihak  yang 

membutuhkan. 

2. Untuk tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk 

meneruskan usahanya; 

                                       
10  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun  1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7  Tahun 1992 tentang Perbankan. 
11  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. diterjemahkan, cet. 2, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 
2017) 
12  R. Subekti, Jaminan Jaminan untuk Pemberian Kredit  (termasuk Hak Tanggungan) Menurut 
Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 29. 
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3. Untuk memberikan kepastian kepada kreditur manakala jaminan itu 

dibutuhkan akan diuangkan untuk melunasi utang si debitur. 

Di dalam praktek pemberian kredit yang disalurkan oleh Bank, ‘debitur 

harus dapat menyerahkan jaminan untuk keamanan dalam pengembalian kredit 

tersebut. ‘Setiap Bank mempunyai produk kredit dan juga ketentuan yang berbeda 

terkait dengan produk kredit yang dikeluarkannya. ‘Setiap Bank ingin memiliki 

kondisi yang aman dan kuat di mata hukum di dalam melakukan pemberian 

kredit, oleh karenannya semua kredit itu pasti diperlukan suatu pengikatan secara 

sempurna melalui Akta Hak Tanggungan. ‘Pemberian Hak Tanggungan sebagai 

jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur terkait dengan perjanjian 

pinjaman/kredit yang bersangkutan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak  

Tanggungan merupakan produk hukum yang telah diamanatkan oleh Pasal 51 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria atau Undang-Undang Pokok  Agraria (UUPA) yang  menyebutkan bahwa 

sudah disediakan Lembaga Hak Jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada 

hak atas tanah yaitu Hak Tanggungan.13 ‘Undang-Undang Hak Tanggungan  

harus kuat artinya mudah dan pasti dalam melakukan eksekusinya, yang 

merupakan suatu bentuk jaminan pelunasan utang  dengan hak  dapat mendahului  

dan memberikan jalan keluar atas permasalahan manakala debitur lalai untuk 

membayar utangnya  pada waktu yang telah ditentukan kreditur. 

Di dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah, ‘umumnya ditempuh 2 

(dua) cara antara lain melakukan penyelamatan kredit dan melakukan 

                                       
13 Penjelasan umum angka 2 alinea pertama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan  dengan Tanah. 
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penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah untuk 

menyelesaiakan kredit bermasalah dengan melakukan perundingan kembali antara 

Bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur. ‘Penyelesaian 

kredit bermasalah dilakukan melalui lembaga hukum. 14 ‘Pada  saat ini, salah satu 

cara yang dilakukan oleh Bank untuk melakukan penyelesaian kredit bermasalah 

atau kredit macet dengan cara menyelamatkan dana yang telah disalurkannya 

melalui cessie. 

Definisi Cessie adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas 

nama sebagaimana seperti yang diatur di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata). ‘Kata cessie tidak terdapat di dalam undang-

undang yang berlaku di Indonesia. ‘Di Indonesia, ‘cessie hanya dikenal dari 

doktrin-doktrin hukum dan juga yurisprudensi. ‘Di dalam bukun yang berjudul 

Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Tan Thong Kie memberikan 

terjemahan mengenai beberapa pendapat dan/atau pandangan dari para ahli hukum 

mengenai definisi cessie.15 ‘Salah satu definisi Cessie yang dikenal di dalam ilmu 

hukum adalah definisi yang dikemukakan oleh Vollmar. ‘Definisi Cessie dari 

Vollmar tersebut diterjemahkan oleh Tan Thong Kie sebagai suatu istilah yang 

sudah umum dipakai untuk melakukan penyerahan suatu piutang.16 ‘Ahli hukum 

lainnya selain Vollmar, ‘memberikan definisi cessie, ‘salah satunya yang 

dikemukakan oleh Subekti, ‘menurut pendapat Subekti, ‘cessie adalah:  

Suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh 
kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, ‘namun 

                                       
14  Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 76. 
15  Tan Tong Kie,  ,Studi Notariat dan Serba-Serbi Parktek  Notaris, cet. I,  (Jakarta, Ichtiar Baru 
Van Hoeve, 2007)  hal. 688. 
16  Ibid 
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hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, ‘tetapi 
dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.17 

Terkait dengan pengaturan mengenai perbuatan pengalihan piutang atas nama 

diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdata sebagai berikut:  18 

Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh 
lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah 
tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang 
lain. Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tidak ada akibatnya, 
melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara 
tertulis  disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat 
bawa dilakukan dengan  penyerahan surat itu; ‘penyerahan  tiap-tiap  
piutang karena surat  ditunjuk  dilakukan dengan penyerahan surat disertai 
dengan endosemen. 
 
‘Unsur-unsur yang dapat disimpulkan  berdasarkan  Pasal 613 KUHPerdata 

tersebut  terkait dengan  suatu tindakan cessie, yakni : 

1. Dibuatkan  akta otentik atau akta di bawah tangan. 

2. Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama  dialihkan/berpindah 

kepada pihak  penerima pengalihan. 

3. Cessie hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah  diberitahukan  

kepadanya  atau secara  tertulis disetujui  dan diakuinya. 

Terkait dengan pelaksanaan cessie, ‘pihak yang mengalihkan atau 

menyerahkan disebut kreditur lama (Cedent), sedangkan pihak yang menerima 

pengalihan atau penyerahan disebut kreditur baru (Cessionaris), ‘lalu debitur dari 

tagihan yang dialihkan atau diserahkan disebut debitur (Cessus).19 ‘Cara untuk 

melakukan penyerahan utang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh  

lainnya, dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dimana 

hak-hak  atas kebendaan  itu dilimpahkan  kepada  orang lain. ‘Cessie  harus 

                                       
17  Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta :Intermasa, 1998), hal. 71. 
18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diterjemahkan, cet. 2, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 
2017) 
19  Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum  Perjanjian dan Penerapan  di Bidang  Kenotariatan , 
(Bandung: Citra Aditya,  2010) hal. 185. 
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dibuat secara jelas, tegas dan tertulis. ‘Dengan adanya penyerahan piutang secara 

cessie, maka pihak ketiga menjadi kreditur baru (cessionaris) yang menggantikan 

kreditur lama (cedent), diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban 

kreditur lama (cedent) terhadap debitur (cessus) kepada pihak ketiga selaku 

kreditur baru (cessionaris). ‘Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara cessie 

tidak mengakibatkan berakhirnya  perikatan  yang telah ada yang dibuat diantara 

kreditur lama (cedent) dengan debitur (cessus). 

 Hubungan hukum antara debitur (cessus) dan kreditur lama (cedent)  

didasarkan kepada perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya tidak menjadi  

putus, ,sehingga tidak terjadi  hubungan hukum yang baru yang menggantikan 

hubungan  hukum yang lama. ‘Perikatan yang lama tetap ada  dan berlaku serta  

mengikat debitur (cessus) maupun  kreditur baru (cessionaris) yang menerima 

pengalihan piutang yang dimaksud. ‘Dengan demikian yang terjadi adalah 

pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditur berdasarkan  perjanjian  kredit  

yang ada kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi kreditur baru.20 ‘Terkait 

dengan  adanya cessie, akibat hukum yang terpenting adalah  sebagai berikut: 

1. Piutang  beralih dari kreditur lama (cedent) ke kreditur baru (cessionaris). 

2. Setelah terjadinya cessie, kedudukan kreditur baru (cessionaris)  

menggantikan kedudukan kreditur lama (cedent), ‘yang berarti segala hak 

yang dimiliki  oleh kreditur lama (cedent) terhadap debitur (cessus) dapat 

digunakan  oleh kreditur baru (cessionaris) sepenuhnya.21 

 

 

                                       
20 Rachmad Setiawan dan J. Satrio, Penjelasan Hukum tentang Cessie, (Jakarta: Gramedia, 2010), 
hal. 47. 
21 Ibid, hal. 58. 
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3. Konsekuensi dari pengalihan piutang dalam cessie itu,  memberikan hak bagi 

penerima cessie (cessionaris) sebagai kreditur baru bagi debitur (cessus) 

sehingga hubungan selanjutnya adalah antara kreditur baru (cessionaris) 

dengan  debitur (cessus). ‘Sebagai akibat dari peralihan piutang itu 

memberikan hak bagi kreditur baru (cessionaris)  untuk  mengajukan  gugatan  

kepada debitur  (cessus). ‘Hal ini terdapat di dalam suatu kasus hukum terkait 

yang dapat dicermati diambil dari situs web Mahkamah Agung Republik 

Indonesia sebagaimana gugatan yang diajukan oleh kreditur baru (cessionaris) 

kepada  debitur (cessus) yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri 

Bogor Nomor  73/Pdt.G/2018PN Bgr tertanggal 21 Nopember 2018. 

 Kasus dalam putusan tersebut terkait dengan pengalihan tagihan piutang atas 

kredit kepemilikan rumah antara Mohamad Latif Soemantri (Cessionaris) dengan PT 

Bank CIMB Niaga, Tbk, Bintaro Jaya (Cedent) berdasarkan Akta Perjanjian 

Pengalihan (cessie) Piutang selanjutnya disebut  “Akta Cessie”  Nomor 14 tanggal 14 

Maret 2018 dibuat dihadapan Notaris Saifudin Zuhri, SH, M.Kn.  Adapun jaminan 

cessie tertuang  di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3249/Kencana seluas 

60m2, Surat Ukur Nomor 285/Kencana/2014. 

 Pihak  PT  Bank CIMB Niaga, Tbk, Bintaro Jaya (Cedent) juga sudah 

menerbitkan Surat Pemberitahuan Nomor 419/MZ/CRAD/Eks/III/2018 tanggal 26 

Maret 2018 kepada Mohamad Latif Soemantri (Cessionaris) dan surat pemberitahuan 

tersebut juga ditembuskan kepada Muthiyarini (Cessus) yang intinya memberitahukan 

bahwa hak piutang dari PT  Bank CIMB Niaga, Tbk, Bintaro Jaya  berdasarkan 

perjanjian kredit beserta jaminannya sudah dialihkan kepada Mohamad Latif 

Soemantri.  
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 Setelah dilakukan pelunasan piutang kepada PT  Bank CIMB Niaga Tbk, 

Bintaro Jaya  sebesar Rp. 426,211,786,57.- (empat ratus dua puluh enam juta dua ratus 

sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah koma lima puluh tujuh sen), 

Mohamad Latif Soemantri (Cessionaris) melakukan penagihan atas tagihan piutang 

kepada Muthiyarini (Cessus) untuk melunasi kewajibannya tertuang dalam surat yang 

dikirimkan dengan cara pos tercatat sebanyak 3 (tiga) kali melalui kuasa hukumnya 

Law Office Tarigan dan Partners sebagai berikut : 

1. Surat Law Office Tarigan dan Patners Nomor 012/SOM-T&P/IV/2018 tangal 23 

April 2018 perihal somasi pertama. 

2. Surat Law Office Tarigan dan Patners Nomor 019/SOM-T&P/V/2018 tangal 04 

Mei 2018 perihal somasi kedua. 

3. Surat Law Office Tarigan dan Patners Nomor 026/SOM-T&P/IV/2018 tangal 04 

Mei 2018 perihal somasi terakhir. 

 Walaupun sudah dilayangkan surat pemanggilan dan didaftarkan perkara ini,  

Muthiyarini (Cessus) tidak memenuhi kewajibannya dan perbuatannya telah 

memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1243 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi : 

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 
perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, 
tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus 
diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam 
waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. 
 

 Pihak Muthiyarini (Cessus) tidak memenuhi prestasinya untuk membayar hutang 

kredit kepada Mohamad Latif Soemantri (Cessionaris).  
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 Pada kasus ini pengalihan piutang yang dilakukan oleh PT Bank CIMB Niaga, 

Tbk, Bintaro Jaya  (Cedent) kepada Mohamad Latif Soemantri (Cessionaris) bahwa 

jaminan pelunasan kewajiban Muthiyarini (Cessus) tidak dibebani hak tanggungan 

sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah  sehingga 

Mohamad Latif Soemantri (Cessionaris) tidak dapat melakukan penjualan atas objek 

jaminan kredit tersebut yang tentunya sangat merugikan kepentingan kreditur baru 

(cessionaris) untuk memperoleh jaminan pembayaran atas sejumlah uang yang telah 

dibayarkan kepada PT  Bank CIMB Niaga, Tbk, Bintaro Jaya  (Cedent). 

 Dalam praktek di perbankan, pembebanan Hak Tanggungan (HT) wajib  

dilakukan untuk setiap agunan  yang menjadi obyek  Hak Tanggungan  yang telah  

memenuhi syarat  untuk dibebani Hak Tanggungan  sesuai dengan  Undang-Undang  

Hak Tanggungan.22 ‘Fungsi Akta Pemberian Hak Tanggungan (“APHT”) mengatur 

persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitur kepada 

kreditur sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan. 

Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada kreditur yang bersangkutan (kreditur preferen) daripada kreditur-kreditur lain 

(kreditur konkuren) dilihat dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah 

atau “UUHT”.  ‘Jadi pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasan 

hutang debitur kepada kreditur sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang 

bersangkutan. 

                                       
22 Munir Fuady, Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal 
Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)  hal. 16. 
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 Sehubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor  

73/Pdt.G/2018PN Bgr tertanggal 21 Nopember 2018, penelitian ini akan membahas 

mengenai “Pengalihan Piutang Bank secara Cessie dan Akibatnya terhadap 

Agunan yang tidak Dibebani Hak Tanggungan (Studi Kasus  atas Putusan  

Pengadilan Negeri Bogor  Nomor 73/Pdt.G/2018PN Bgr).” 

 

1.2.    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan pengalihan piutang Bank secara cessie berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan 

perjanjian cessie yang dibuat secara Akta Notariil antara  PT Bank CIMB 

Niaga, Tbk (Cedent) dengan Mohamad Latif Soemantri  (Cessionaris)? 

2. Bagaimana kepastian hukum pengalihan piutang Bank secara Cessie yang 

telah beli oleh Mohamad Latif Soemantri (Cessionaris) akibat agunan yang 

tidak dibebani hak tanggungan oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk (Cedent)? 

 

1.3.    Tujuan Penelitian 

Ada beberapa tujuan yang akan dicapai  dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengalihan piutang Bank 

secara cessie berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku  di 

Indonesia terkait dengan perjanjian cessie yang dibuat secara Akta Notariil 

antara Kreditur Lama (Cedent) dengan Kreditur Baru (Cessionaris). 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum pengalihan piutang 

Bank secara cessie yang telah dibeli oleh Kreditur Baru (Cessionaris)  ketika 

agunan tidak dibebani hak tanggungan oleh Kreditur Lama (Cedent). 

  

1.4  Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini dapat  dilihat dari 2 (dua) segi yaitu segi Teoritis  

dan segi Praktis. 

1. Manfaat secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbang pemikiran dalam bidang 

peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan pengalihan 

piutang Bank secara cessie berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku  di Indonesia terkait dengan perjanjian cessie yang dibuat secara Akta 

Notariil antara Kreditur Lama (Cedent) kepada Kreditur Baru (Cessionaris). 

2. Manfaat secara Praktis 

Diharapkan hasil penelitan ini dapat dijadikan bahan masukkan bagi para 

Notaris dan para calon Notaris yang tertarik untuk terdaftar sebagai Notaris 

untuk memahami kepastian hukum pengalihan piutang Bank secara cessie 

yang telah dibeli oleh Kreditur Baru (Cessionaris) ketika agunan tidak 

dibebankan hak tanggungan oleh Kreditur Lama (Cedent). 

 

1.5  Sistematikan Penulisan 

Dalam penulisan  hukum ini terdiri  dari 5 (lima) bab,  dimana masing-

masing  bab  memiliki keterkaitan antara yang satu  dengan yang lain. Gambaran 
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yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini  akan diuraikan  dalam sistematika 

berikut : 

BAB I  Pendahuluan : dipaparkan  uraian mengenai Latar Belakang 

Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Sistematika Penulisan Tesis. 

 

BAB II Merupakan Tinjauan Teoritis  yaitu bab yang tersusun atas teori 

umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan  penulis 

gunakan  dalam menjawab permasalahan. Teori-teori umum ini 

merupakan  kumpulan pendapat para ahli atau  merupakan bahan  dari 

hasil  penelitian sebelumnya. 

 

BAB III  Merupakan Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan  tentang  

pokok pembahasan berkisar  pada jenis  penelitan, prosedur/cara 

memperoleh  bahan penelitian, sifat analisis, dan juga  hambatan serta 

penanggulangannya. 

 

BAB IV  Berisikan Hasil Penelitian dan Analisis yang  menjawab permasalahan 

Tesis ini yang terdiri : 

4.1. Merumuskan pengaturan pengalihan piutang Bank secara cessie 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia terkait dengan perjanjian cessie yang dibuat secara 

Akta Notariil antara  Kreditur Lama (Cedent) dengan Kreditur 

Baru (Cessionaris). 
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4.2. Merumuskan kepastian hukum pengalihan piutang Bank secara 

cessie yang telah dibeli oleh Kreditur Baru (Cessionaris) akibat 

aguanan yang tidak dibebani hak tanggungan oleh Kreditur 

Lama (Cedent).  

 

BAB V  Merupakan Kesimpulan dan Saran yang  merupakan  bagian terakhir  

dari  permasalahan tesis ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan  

hasil analisis dari pembahasan  bab-bab  sebelumnya  untuk menjawab  

permasalahan yang telah penulis  ketengahkan pada bab pertama. Bab 

ini juga akan memuat saran-saran yang penulis harapkan  dapat 

menjadi solusi terhadap permasalahan  tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


